KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KOTA MALANG
" . KOMISIPEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3 c) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan
pemlllhan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis

“untuk tiap-tiap tahapan pemilihan umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan;—

b. bahwa ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8*Taltri 2005
serta Ketentuan dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007
mengatur tentang Pendaftaran dan Penetapan Pasangan
Calon; -
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Mengingat

Bahwa ketentuan pasal 30 Peraturan KPU nomor 07 tahun
2007, Untuk keperluan Pemilu Bupati dan wakil Bupati
Walikota dan Wakil Walikota, KPU kabupaten/Kota
menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan tersebut,

bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf
¢, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Malang tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun
2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakitan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4277);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembatan
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilian Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
"Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4719);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002
tentaiig Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;

. " Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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Memperhatikan : 1. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 tahun 2007

tentang tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
daerah dan wakil Kepala Daerah;

2. Keputusan KPU Kota Malang nomor 01 tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan jadwal Waktu
Penyelenggaraan Pemilihan. Kepala daerah dan Wakil
Kepala daerah Kota Malang

3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal
23 Januari 2008;

MEMUTUSKAN:

_ Menefapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
. DAERAH KOTA MALANG.

.o

- BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah
dan wakil kepala daerah Kota Malang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang hasil pemilu 2004.
Komisi Pemilihan Umum Kota, selanjutnya disebut KPU Kota Malang adalah
penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum.
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Partai politik adaléh Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihah Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilau_n Rakyat Daerah.

Gabungan PartaiPolitik adalah dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum
yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pimpinan partai politik adalah p:mpman suatu partai politik ditingkat Kota Malang yang
masih berlaku masa kepengurusanya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK)
atau salinan SK yang dilegalisir sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai bersangkutan.

Pimpihan Partai Palitik adalah pimpinan tertinggi ditingkat Kata.Malang yang terdiri
dari Ketua dan Sekretaris a__tau sebutan lainya di Partai Politik.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut pasangan
calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan
oleh Partai P0|ltlk atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

Tim pelaksana kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk
oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
bertugas dan berwenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta
bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Pasal2

(1)=<Pasdngan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*”

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagalmana dimakstuid pada ayat (1), dapat

mendaftarkan pasangan calon, apabila memenuhl persyaratan

a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Malang dalam Pemilu Tahun
2004 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari ]urnlah kursi DPRD yang
bersangkutan; atau

b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD dalam Pemild Tahun 2004

sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara
sah-dalam Pemilu Anggota. DPRD di Kota Malang.
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3)

@)

(5)

- (6)

Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan calon dapat merupakan :
a. gabungan antar Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang; atau

b. gabungan antar Partai Politik yang memiiiki kursi di DPRD Kota Malang dengan
Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Malang; atau

C. gabungan antar Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Malang.

Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki
kursi di DPRD Kota Malang sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf a, pemenuhan
persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan antar
Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya,

Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang memiliki
Kursi di DPRD Kota Malang dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD
yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan
persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan
antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.-

Dalam hal pasangan calon diajukan oleh gabungan antar Partai Politik yang tidak
memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimakud pada ayat (3) huruf
c, pemenuhan persyaratan difakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara
sah gabungan antar Partai Politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya.

Pasal 3

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon

*." menggunakan ketentuan perolehan-sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari

jumlah kursi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, apabila hasil
bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15%/(lima belas
persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 4

Data perolehan suara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta data perolehan kursi
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal

3, adalah :

"

o

s -
ey *
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(1)

)

(3)

(4)

(5)

(1)

.data perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 yang

tercantum dalam dokumen Model Seri DB DPRD Kota Malang untuk Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang; atau

-data perolehan kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2004 yang

tercantum dalam Model Seri EB DPRD Kota Malang untuk Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Pasal 5

-Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan

calon.

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam satu
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungani Partal Politik
lainnya.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib
membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang
memenuhi syarat untuk dilakukan penjaringan sebagai bakal calon.

Proses pehjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik.

.Dalam proses penetapan nama pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
Pasal 6

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita.Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan sekurang kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau
‘sederajat;

d. berusia sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran,
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2)

- '

0.

p.

sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim dokter;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

mengenal Kota Malang dan dikenal oleh masyarakat Kota Malang;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
Negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengaditan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai
NPWP wajib mempunyai bukti pembayaraan pajak;

menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara [ain riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

belum pemah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan

tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.

Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangan oleh calon sendiri, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf h, huruf |, dan huruf n;

Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani
dari Tim Pemeriksa dan ditetapkan oleh KPU Kota Malang, sebagai bukti

. pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal
calon; .

Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang
memeriksa Laporan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi;
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan
keuangan Negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
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tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syaral: calon sebagalmana dimaksud
pada-ayat (1) huruf ;

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf k;

Surat keterangan tidak dlcabut hak p|||hnya berdasarkan Keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; _
Surat’ pernyataan tidak pernah ‘melakukan perbuatan tercela yang dliampm
dengan hasil test narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang
ditetapkan oleh KPU Kota Malang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf|; ]
Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak
orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak
calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m;

Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan
ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang
bergabung; sebagai bukti peménuhan'syarat calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n;

Surat keterangan tidak pernah-dihukum penjara karena melakukan tindakan
pidana.makar berdasarkan putusan pengadllan yang telah mempunyai kekuatan

" hukum tetap, dari pengadilan negeri yang wilayah. hukumnya ‘meliputi tempat

tinggal calon sebagai-bukti pemenuhan syarat calon sebagalmana dlmaksud

~pada ayat (1) hurufb;

Fotocopy-Kartu ‘Tanda Penduduk (KTP); - -v. - : : Vet

. * Fotocopy ijazah, yang telah dilegalisir oleh pihak yang: berwenang sebagal bukl::
+ pemenuhan syarat calon:sebagaimana dimaksud' pada ayat:(1) huruf¢c; "

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi‘pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan, yang telah- mempunyai kekuatan hukum tetap Karéna mélakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f;
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(1)

(2)
(3)

(L)
(2)
3)

0. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah dan Wakit
Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q. Pas photo calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing
4 (empat) lembar. .

Pasal 7

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
harus menjalani cuti di luar tanggungan negara pada saat melaksanakan kampanye.
Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala
Daerah.

Anggota KPU Kota Malang dan Anggota Panitia Pengawas Kota Malang yang dicalonkan
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KPU Kota Malang
dan Anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah dari DPRD Kota Malang kepada KPU Kota Malang. '

BABII
TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal 8

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kota Mlang selama masa pendaftaran.

Masa pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Partai Politik atau gabungan partai politik mengajukan permintaan blangko-blangko
pedaftaran secara tertulis kepada KPU Kota Malang, dengan melampirkan salinan SK
Kepengurusan partai politik bersangkutan yang masih berlaku berdasarkan AD/ART
partai tersebut.

10
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Pasal 9

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politkk dalam mendaftarkan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan surat pencalonan yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya
sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
partai politik yang bersangkutan di Kota Malang. .

(2)

3)

Surat penéalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :

a.

b.

e

kesepakatan tertulis antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan
Pasangan Calon;

surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan Calon yang
dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan
Partai Politik yang bergabung;

surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara berpasangan;

surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;

surat pemyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih
menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Surat pemyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal
dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia; ‘

Surat pernyataan tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD Kota Malang.;
Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
mencalonkan dirt sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 6;

Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme
penjaringan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
dilengkapi berita acara proses penjaringan.

Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik
mendaftarkan tim kampanye dan menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang
dibuat pada 1 (satu) Bank.
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(4) Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir
pada saat pendaftaran.

(5) Pada saat berkas pencalonan diajukan, KPU Kota Malang bersama pihak yang ditunjuk
oleh pasangan calon melakukan pemerikasaan bersama terhadap keberadaan
dokumen-dokumen, dibuatkan daftar pemeriksaan (chek list) dan ditandatangi kedua
belah pihak. )

(6) KPU Kota Malang memberikan tanda terima serta salinan daftar pemeriksaan kepada
partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim
Kampanye.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 hanya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit
yang ditunjuk oleh KPU Kota Malang, dengan Keputusan KPU Kota Malang.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim
Pemeriksa Khusus kepada KPU Kota Malang sebagai pembuktian kebenaran
kelengkapan persyaratan calon.

Pasal 11

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dibentuk secara
berjenjang, ditingkat Kota dan Kecamatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tingkat Kota, didaftarkan kepada KPU Kota Malang; da:
b. tingkat Kecamatan, didaftarkan kepada PPK.
‘Pasal 12

Surat Pencalonan beserta iampirannya dimasukkan ke dalam maﬁ, dengan ketentuan
sebagai berikut : :

- [ A=

a.” Surat Pencalonan besérta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal'9 ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf k dimasukkan dalam 1 (satu) map térsendiri; dan ditulis
nama pasangan calon dan partal politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

12
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)
(4)

e

Surat pernyataan dan surat keterangan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf £, huruf g, huruf -, huruf i, dan huruf
j dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri, dan ditulis nama pasangan calon dan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

Surat-surat persyaratan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2
dimasukan dalam map tersendiri dan ditulis nama pasangan calon dan partai politik
atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

surat-surat persyaratan calon wakil kepala daerah sebagaimana dlmaksud pasal 6
ayat 2 dimasukan dalam map tersendiri dan ditulis.nama pasangan calon dan partai
politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan

Pasal 13

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada KPU Kota Malang.

KPU Kota Malang memberikan tanda terima kepada Partal Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon.

BAB III
TATA CARA PENELITIAN PASANGAN CALON

Pasal 14

KPU Kota Malang melakukan penelitian terhadap surat pencalonan besertalampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian terhadap
pemenuhan ketentuan syarat pengajuan calon dan pemenuhan syarat calon serta
kelengkapan dan keabsahan surat pencalonan beserta lampirannya, dan klarifikasi
pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan apabila dianggap periu..
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat
untuk mendapat tanggapan dan/atau masukan.

Tanggapan dan/atau masukan masyarakat terhadap pengumuman hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dlsampalkan secara tertulis kepada KPU Kota
Malang dengan identitas yang jelas.

Tanggapan dan/atau masukan masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (4),
wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Malang sepanjang tanggapan dan/
atau masukan masyarakat tersebut disertai bukti-bukti, dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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Pasal 15

KPU Kota Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon,
paling [ambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon.

(1)

- ()

(1)

(2)

(1)

2)

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasangan
Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh KPU Kota Malang, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi
dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon
baru.

Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil

_penelitian.

Pasal 17

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang
berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Pasangan Calon baru,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan surat
pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

Pasal 18

KPU Kota Malang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pasangan Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota Malang,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat [agi mengajukan Pasangan
Calon. )
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)

T

KPU Kota' Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mencalonkan.

Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 19
Apabila salah satu cafon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7
(tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan Pasangan Calon
pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyampaikan kepada KPU Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat
3 (tiga) harf terhitung sejak salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Pasal 20

KPU Kota Malang melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pasangan Calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kota,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan Pasangan
Calon pengganti.

KPU Kota Malang memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang bersangkutan.

Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari.

15 -
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(1)

(2)

3

(4)

()

(6)

(7)

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
Pasal 21

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Malang menetapkan nama-nama Pasangan
Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita
acara penetapan pasangan calon.

Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPU Kota Malang mengembalikan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan
mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga
terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Apabila partai politik atau gabungan partai politik tidak mampu mengajukan pasangan
calon yang memenuhi syarat, maka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2007.

Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.

Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan
undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon.

Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Malang, yang wajib dihadiri oieh
Pasangan Calon, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon, Pers, dan wakil masyarakat.

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kota Malang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon

sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang
telah diserahkan.
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(8)

Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno
terbuka KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusurt dalam daftar
calon pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh

- KPU Kota Malang dan dituarigkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon.

(9)

(1)
@)
(1)
(2)

3)

)

Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi
lampiran Keputusan KPU Kota Malang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Kepala Daerah-dan Wakil Kepala Daerah. '

Pasal 22
KPU Kota Malang mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut Pasangan
Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) sebagai
peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang. : -

Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

Setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/

atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang
mengundurkan dir. : R .

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan

- Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya mengundurkan diri, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mericalonkan tidak dapat mengusulkan
Pasangan Calon pengganti. : '

Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik calonnya
dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calonnya

- mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai

peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diberitahukan kepada
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasangan calon yang dinyatakan g'ugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
merubah Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan. -
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(1)

)

(3)

(1)

2

Pasal g4

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan
calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon
pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan
KPU Kota Malang melakukan penelitian administrasi dan menetapkan pasangan calon
pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua)
pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat
diganti serta dinyatakan gugur.

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat
dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan
calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calon berhalangan tetap tetap mengusulkan
pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan
tetap dan KPU Kota Malang melakukan penelitian persyaratan administrasi dan
menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan
calon pengganti didaftarkan. ]

Pasal 25

Dalam hal salah satu pasangan calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah
pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari pemungutan
suara putaran kedua tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap
setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan dimulainya hari
pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tersebut mengusulkan pasangan calon pengganti paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kota Malang
melakukan penelitian persyaratan administrasi serta menetapkan pasangan calon
pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
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(3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan caion tidak lagi memenuhi syarat calon

_ setelah pengumuman hasil penghitungan suara putaran pertama sampai dengan 1

(satu) hari sebelum hari pemungutan suara putaran kedua, maka tahapan pelaksanaan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda paling lama 30 (tiga puluh)

hari dengan menetapkan pasangan’ calon dengan perolehan suara terbanyak
berikutnya sebagai peserta.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana
‘tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana
diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

(2) Pengadaan formulir pencaionan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepéla Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kota Malang.

Pasal 27

Nomor Urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar calon pasangan
calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan
Pasal 22, dijadikan bahan untuk ;

a. Membuat daftar nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. Membuat surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. Keperluan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
Pasal 28
Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini,

KPU Kota Malang membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota, unsur
- Dinas Pendidikan Nasional Kota, unsur Kantor Departemen Agama, unsur Dinas Kesehatan/ _
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Rumah Sakit Umum, unsur Ikatan Akuntan Indones;ia Kota, unsur Pengadilan Negeri, unsur
Kepolisian Daerah, unsur Kejaksaan Neger dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

' Pasal 29
Unsur-unsur dari luar KPU Kota Malang tersebut, apabila diperlukan wajib memberikan

saran dan pendapatnya berkaitan dengan pemeriksaan berkas-berkas pencalonan dan
nama-nama instansi dimaksud akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan KPU Kota

Malang
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pedoman Teknis ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kota Malang.
pada tanggal 23 Januari 2008.
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Lampiran : Peraturan Komisi Pemflihan Umum
Daerah Kota Malang
Nomor
Tanggal

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH, TERDIRI DARI :

1.
2.

3.

10.
11.
12.
13.
14,

15.
16.

Formulir Surat Pencalonan ( Model B-KWK )

Formulir Surat Pemyataan Kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta Politik Dalam
pencalonan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Modael B1-KWK )
Formulir Surat Pernyataan Partai Politk tidak akan Menarik Pencalonan atas Pasangan

" Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Model B-2KWK )

Formulir Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan Menarik Pencalonan atas
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah ( Model B-3 KWK )

Formulir Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah *) { Modal B-4 KWK ) ‘ B

Formulir Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah { Model B-5 KWK )

Formulir Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih
menjadi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) ( Mode! B-6 KWK )

Formulir Surat Pemyataan tidak aktif dari jabatan Pimpinan DPRD { Model B7 - KWK )
Formuiir Surat Pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pendidikan dan umur
( Model BB - KWK ) :

Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,Undang- undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah { Model BB1 - KWK )

Formulir Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerali atay Wakil
Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama( Model BB 2- KWK )

Formulir Daftar Hidup Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah *} ( Model Bb 3 -
KWK) .
Formulir keterangan hasil pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani ( Model BB 4 -
KWK) '
Formulir Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang { Mode! BB 5 — KWK )
Fornulir Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit ( Model BB 6 — KWK )

Formulir Keterangan tidak dicabut hak Pilihnya, tidak pernah dihukum Penjara karena
Tindak Pidana makar dan Tidak pernah dijatuhi Tindak Pidana Penjara ( Model B B 7--
KWK) ' -
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17. Formulir Surat Pernyataan Tidak Pernah melakukan perbuatan tercela ( Model BB 8 -
KWK)

18. Formulir Daftar Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang dalam
Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Mode! BC KWK )

Ditetapkan di : : MALANG
Pada tanggal :........... s

Salinan sesuai dengan aslinya . KET!JA
SF‘KRFTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM Komisi Pemilihan Umum

ANG Kota Malang
Fa aglan Hukum :

i%fm‘m“ td
QoG
== HENDRY, ST

g
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- KPU KOTA MALANG
SURAT PENCALONAN -
Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal 59 ayat ( 5 } Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, serta ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bersama ini diajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh Dewan
Pimpinan Daerah "/ Cabang Kabupaten / Kota )

Parai..........ooee i atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan
Daerah / Cabang ( DPD / DPC )*)
L PRI st e e dan
2.PAMAIL . ovie v e e rer e e e s ne et ere e e e nes seersasnessnRerennees dan
BLPAMAL ...t e e s st e e b sesne s rre e e

- Nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang yang-
diajukan adalah :
1. calon Kepala Daerah

. Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data
pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat { 2 } Peraturan Pemerintah
Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
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Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang\
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

[ [ € R
Ketua Sekretaris
(ceeerernmerceeeecsnareconressesancenssranenss ) (crerrrsmerrnemrinesnnsserasasaarnssnanes
S 2 |
Ketua . Sekretaris
(sermmvnenmnentmartinennenereerrererereeseresenes ) (R
PAMi.verneseesresssssesssnseeresssmsesessmeeressaseessane
Ketua Sekretaris
(seersrtntsncnssnntnuntenmnrmerennesnensesssnens ) (serernesmnrsarnenernenseresnnensanensnes

Keterangan :
*} coret yang tidak. diperiukan
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WModel B 1- KWK

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMAANTAR PARTAI POLITIK
DALAM PENCALONAN PASANGAN KEPALADAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KPU KOTA MALANG
Pada hafi ini.......ccceveevvieieeiiinann, tanggal.....ccccocoeevieiveeieen, bulan............... tahun

L D - o - OO dan
P 1 - | dan
K T 1 - OO

Secara bersama--sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah , dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan calon yang telah diajukan, baik sécara bersama- sama maupun sendiri - sendiri
terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B
- KWK)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah
Kota Malang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat { 5 ) huruf b dan huruf ¢ Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat { 2 ) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan
Pemberhentian Kepala Daerah.dan Wakil Kepala Daerah Malang.
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Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang
Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon *)

Partai.....coeeecenecirernneestnernaraanns
materai
Ketua Sekretaris
(cemenecsenereescsonneresesnensrasanionea ) (corerenreierimnmrnennanrenmnsiassnanan
1 1 ¢: | P
Ketua Sekretaris
P ) PO
Partai....ceiveinrnersecrensersannersanesesnas
Ketua Sekretaris
(crereenmesnesersnceraesereeeasennenance ) (croereeveramrerseinerasanientsesnennnns

Keterangan :
*} coret yang tidak diperiukan
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d SURAT PERNYATAAN

PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
‘ ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah / Cabang ( DPD { DPC) ‘)

Paai..... et e s ren e st s b e e s n e s e besae s s e snnasans

~ Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah dla]ukan terhadap pasangan
calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan { Model B - KWK). :

Demikian surat peryataaniini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai bukt pemenuhan:
syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 59 ayat (5 ) huruf c Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
42 ayat { 2 ) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yang. Mengajukan Pasangan Calon *) -

Ketua Sekretan‘s

Materai

Ketua ' Sekretaris
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SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTA! POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
e ATAS PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah / Cabang* ({ DPD / DPC*) Kabupaten / Kota :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menyalakan tidak akan menarik ppencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-

sama maupun sendirf - sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam surat pencalonan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dlam pasal 59 ayat { 5 ) huruf
b dan huruf ¢ Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat ( 2 ) huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

MALANG, .......coccecnnsnsnasiassmsvasnsese 2008

Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang )
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/ Cabang
Partal Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon %}

matarai

Ketua ' Sekretaris

) [reesarsernrersnmammmnenone )
Ketua Sekrataris
{ ) (TR )
Ketarangan:
*) coret yang tidak diperfukan
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Model B 4 - KWK

SURAT PERYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH *) §)

) ssasavo cocecwara((

KPU KOTA MALANG
Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama | eieieemeeeersareseseEreTIEveTesanIee s oaanahen ses s ehnnnnnnnsns

b. Jenis Kelamin © tmeteereeseesmsssrssemssessessesseteseeeetts beematmeemee e cee

c. Tempat dan Tanggal Lahir st e SR dbede s oL BbR e Ceamm et ammenaaes

Lahirfumur L eneetrreristesesmessansarsstrarsssrarasansnnns | PO tahun; .
d. Pendidikan terakhir D rreeereiierisasssiereessmsssiessessmeerensnvernrransrsbeatsonnay everureasrnne
e. Alamat tempat tinggal D e errnaireteEEe e reeaer LR esE R e R b bnnan st nn vae teanbin T

...............................................................................

Sebagai calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *} dengan ini menyalékan bahhwa saya menerima dan
bersedia diajukan menjadi calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah *) secara berpasangan dengan calon Kepala
Daerah f Wakil Kepala daerah atas nama:

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti:pemenuhan
syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5%
ayat ( 5 ) huruf d Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 42 ayat { 2 ) huruf ¢
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

.}

Dibuat di : MALANG ) .

Yang membuat pernyataan
Cafon Kepala Daerah [ Wakil Kepala-Daerah

Materai

Keterangan :
*) coret yang tidak diperfu
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
o e CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama § ietesemterieranetteekensetinras benraateesae b nraren
b. Jenis Kelamin SO U
¢. Tempat dan tanggal lahir/ umur L iiterrrrans s aessnnnsa saends aresas bessannnenssvrasnanssnasvevel LANUN
d. Alamat tempalt tinggal O PPN

Ty T P P P P PP TP PP T

------------------------------------------------------------------------------

Sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan
mengundurkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terhitung sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon Kepala Daerah oleh Komisi Pemiliihan Umum Kota Malang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya unfuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat
{ 5) huruf e Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat { 2) huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemifihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Dibuat di : MALANG

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai | et

Keterangan :
) coret yang tidak diperiu
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LIRAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.Nama -

b. Jenis Kelamin
c. Tempatdantanggal lahif UMUr .. JalUN

d. Alamat tempat tinggal

................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan dengan ‘ sebenarnya bahwa saya sanggup  mengundurkan  diri  dari
jabatan.... s ..., apabila terpilih menjadi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
_') sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan
sebagal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal §9 ayat ( 5 ) huru f, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (-2 ) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.-

Dibuat di : MALANG .
Pada tanggal i.vvmcmenrmneni s, 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :
*) coret yang tidak diperiu
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ade -

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TN
DANANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG DICALONKAN
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH *)

KPU KOTAMALANG
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a.Nama
b. Jenis Kelami
C. Tempat dan tanggal [ahI UMUE ©....cvveviviiiicesessesicresseesencsrssesessansesasnssnsessasensssessrsssmsnsmmanes Jahun
d. Alamat tempat tinggal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai
.. untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala

Daerah ) sesua dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan pada saat pencalonan ini saya :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan
sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) huruf g, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuatdi - : MALANG
Padatanggal ... cceiemmierccmeecennns 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Mengetahui:
-Atasan Langsung,

Materai | e,
( NAMA )
NIPINRP
PANGKAT
Keterangan :
*) coret yang tidak diperlu
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKT!IF DAR! JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I et

a. Nama

b. Jenis Kelamin

¢. Pekerjaan © ettt iererseeaseseesmeoksssssiisesssvavesssessasssessisiisEEEEnefTenenaEnaTeasieans shabae vas
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur  eetitrerraeeiseeseseesesrnereeesutteiaaarra oharsannanyarsarnnnr e et arens fenrnrecren ftahun
e. Alamat tempat tinggal :

s e R EEEEE AR AeAAdERES R R R b A AEE NIRRT A A AR A AR EE s LA bR SR s td

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota "Je...v e ceroeiiimmmrisiit st s nssn s i

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat
( 5 ) huruf h ,Undang- undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat ( 2.) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah. -

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal ©......coveeervemernrirannnn. 2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai | e —

Keterangan :
*) coret yang tidak diperu
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! SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, PENDIDIKANSEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT ATAS DAN/ ATAU SEDERAJAT DAN UMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini- :

a. Nama ’ T eenrevrrnnn e eeer e e LR b Sas b ras s r e e eba s aesna st e srsnrantennravreven -
b. Jenis Kelamin :

¢. Pekerjaan S eree e IR S d e sy Ee e v e SN e et s bmeen areat s ssseonnerERaab
d. Tempat dan tanggal IR UMUT © .....ccovecerieeuieneccrecerensscsssaseseressesssesassess s sesmssemsessseasseasnenens ftahun
e. Alamat tempat tinggal D e L b eSS s ab b n e e e arnaen rRsearaTesserEebesaes

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut:

2. Berpendidikan terakhir .......ocveeeivirieeeevneeereererressesmemnsanes

3. Berumur .........ccoremremeinenneennnnd@hun
Dengan bukti fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah
dilegalisir oleh penjabat yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku dan fotocopy Kartu tanda
Penduduk { KTP ) sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
pengajuan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat
. (8) huruf h ,Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat 2 ) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Dibuat di : MALANG

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :
*) coret yang tidak diperlu
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SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN
CITA - CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini

A NAMA e —e e s seane s eam e e easans R s eh g s sne see s b s mestenen
b. Jenis Kelamin D i eerrenehataesEeieeieti s he St neha et ant 4 e eetn ek as eeees £eran erneneaateer Vo ernony
¢. Pekerjaan e rerreerrtesereettieea AL ea e aae R oS b e b fa e haadna b bt Een ey 1aeeene atn e sbenennan
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur | vreveerrerrensrsssennrsrniseressaraanes e deereeesiesbmssarsseiesisnasesnranssiesene Jtahun
e. Alamat tempat tinggal P I O I ORI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Daerah [ Wakil Kepala Daerah *) setia kepada
pancasila sebagal dasar negara, undang-undang dasar negara repubkik Indonesia tahun 1945 dan c:|ta c1ta Proklamas: 1? )
Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik [ndonesia serta pemenntah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai bukti peménuhan syarat
pengajuan sebagal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat
( 5) huruf h ,Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (2 ) huruf g Peraturan -
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah,

Dibuatdi  : MALANG
Pada tanggal :.....coormermrvrcrnannnnannn, 2008 -

Yang membuat pernyataan d
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :
*} coret yang fidak diperlu
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SURAT PERNYATAAN-
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH
ATAU WAKIL KEPALA DAERAH SELAMA DUA KALI
s svcecuana MASA JABATAN YANG SAMA

KPU KOTA MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

b. Jenis Kelamin § e e st e e e r et e neaae e s o

c. Pekerjaan S IO b e et st e r e ke s anmne e e paats re narans e ns eenobeban
d. Tempat dan tanggal lahit/ umur D e ereare s e e b et e eseiemnessrenevassorasesse ees sreasarod [BTILTT
e. Alamat fempat tinggal : Ceesrranrrantenir bt raever sy asenas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon kepala daerah { wakil kepala, daerah belum pernah menjabat
sebagai kepala daerah / wakil kepala daerah *) selama dua kali masa jabatan yang sama .

Demikian syarat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai buki pemenuhan
syarat calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah *). Sebagaimana di maksud dalam pasal 58 huruf o, undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta ketentuan pasal 38 ayat { 2 ) huruf o peraturan pemerintah nomer 6
tahun 2005 tentang pemilihan , pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal :....cereereeeceececceannd 2008
Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Materai

Keterangan :
*) coret yang tidak diperlu
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DAERAH [ WAKIL KEPALA DAERAH *)

Lo NaME e e
2. Tempattangal lahir et
3. Alamat tempat iggal e
4,  Jenis kelamin
5. Agama e et st en san e e s srenrsmensases
6.  Status perkawinan : a belum / sudah / perah kawin *)

b, nama istri / suami *} ¢ 1) voreeeree i

2) e e
3) e
*) Catatan : cerai / meniggal
. C.jumiah anak .......c...ccoovvieciienen. orang.

7. Pekerjaan D rrreereran
8. Riwayat pedidikan - FRO

D e s eees

B et ab e e avene e ee e e b e sen v e nasanan

B et st e e st e e s

B eertet e e et e e va s eeaeenrae et feean
9. Pengalaman organisasi "
10. Pengalaman Pekefaan 1 .t e e
1. Lain-lain

----------------------------------------------------------------------

Dattar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebgaimana di maksud dalam pasal 58 huruf n undang-undang tahun 2004 tentang
pemerintahan serta ketentuan pasal 38 ayat ({ 2 } huruf j peraturan pemerintah nomor & tahun 2005 tentang pemilihan ,
pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .

Dibuat di : MALANG
Pada tanggal w.......ccreeeencnncrennee....2008

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Daerah ! Wakil Kepala Daerah

Materai

Keterangan :
*) coret yang tidak diperiu
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SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANIDAN JASMANI

KPU KOTA MALANG

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa:

a. Nama D b aeeiiesaiee i te e neroes S ik e bren ke nng s neaanr e e oA aRE AT YRS PR e s e e At et
b. Jenis Kelamin : laki-laki / perempuan *)

c. Tempat dan tanggal lahir/ umur D et rereeetsse i ne ses et f e at s deternnen semaressamasnasasnanaressresessessned FANUM
d. Alamat tempat tinggal § eeeeeeraasatreiree s te it asar s e A aR L s hnaneeraeaaamaeaenn e T s aeesenenar ey aes shnnbsnns

------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hasil pemeriksaan / penguijian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani pasangan calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *) atas nama :

.........................................................................................................

Dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan fugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat ( 2 ) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MALANG, ..o 2008
Tim Penilal

........................................................

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu
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SURAT KETERANGAN S
—_— TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG :

KPU KOTA MALANG
Ketua Pengadilan Negefi : ......icciiiieisireeriesnserssseessaensens menerangkan bahwa :
a. Nama § et eiiarrrret e e aRa b i e AsSssann e s baa TR e T a et s srsanan s nunesesmanans
b. Jenis Kelamin : lakiJaki / perempuan *)
¢. Pekerjaan © Nt atremmerer et een s aa e nen nmnane et ot SR AAL AR e e r e rersba s smtnnn men e e nensn ata
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur  emabimieimsmmssnessesesiessens st reaaneresnsssrnasrarasannsnnnarnsnes dasvssiaeaniens Jtahun
. Alamat tempat tinggal o AEesismeeeeeaeetIeteEI e uanasesannanseta e Aasa aame R SR oS RRL Bh A4 hhmds s merereraate

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepald Daerah dan wakil

Tidak memiliki tanggungan utang secara persearangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi-tanggungjawabnya
sehingga tidak merugikan keuangan negara. -

n *

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat ( 2 ) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilinan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oe ......................................... 2003

--------------------------------------------------------

Keterangan
*} Coret yang tidak perlu
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SURAT KETERANGAN
TIDAK DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan niaga D et e e MENArangkan bahwa

a, Nama § b eneTasesetsEar b es et Bre i AR LA b e b AR AR AR E L e b s n s nrras

b. Jenis Kelamin Iakl laki / perempuan *)

¢. Pekerjaan © e RereEe eI eeeaaeeE e tas bR RN O ALE S rt ah A4t mae dam aabbrves serrraptiene srranTeTs

d. Tempat dan tanggal lahir/ umur O Jtahun
e. Alamat tempat tinggal D tteresesmansrerersraratassesasesna senad ebasatiasesesneratenenannnnt e as nnaarsarabartatiass

Dlnyatakan hdak sedang menghadapi pailit.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *}, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat ( 2 ) huruf f Peraturan Pemerintah Nomar 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

'

MALANG, .....covvevncniincsneens 2008

--------------------------------------------------

Keterangan
*) Coret yang tidak pedu
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SURAT PERNYATAAN .

TIDAK DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH
DIHUKUM PENJARA KARENA TINDAK PIDANAMAKAR

DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA

Ketua Pengadilan Negeri s e e 1ENETANGKEN bahwa

a. Nama e s e e srasa b s aee b Aa A s e S anaa s e e e e ranna st panabaeraeran
b. Jenis Kelamin : laki-faki / perempuan *)

C.PEKEffBAN et ee ettt e e e
d. Tempat dan tanggal lahir/ umur e e e e e s aae ses it ans aamessaemmssns seemensnsnseeree JLATIUN
e. Alamat tempat tinggal :

..................................................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah *) tersebut tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinaan, perjudian, minum-
minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela [ainnya. )

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan ‘syarat
calon Kepala Dagerah dan Wakil Kepala Daerah *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat ( 2 ) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

¥
H

Dibuatdi  : MALANG
Pada tanggal ..........cceeerrcinnvennenn.. 2008

...................................................

Keterangan
*) Coret yang tidak peru
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SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

KPU KOTA MALANG

Kepala KepoliSian...cccvu cuueerrieriansiresssesnesenesssrnntuaronereeserssssnssns sessnesen Msnerangkan bahwa :

a. Nama . S reereetrreirarirserEsissre A TEe s by e TR Ty et e R bR TS ASeNER TSR E IR e rRrae e aRaSEE S anE
b. Jenis Kelamin » laki-faki / perempuan *)

c. Pekerjaan e hNreeraReREesaErenae L eaReeeRE e st e aes ban be bme oo
d. Tempat dan tanggal Iahit/ umur D etreiiesmrareserisessssseasissaniessaaettibetiietsassareaeentharntirarsbrenasanssnnnnns Jtahun
e. Alamat tempat linggal D et ReEEL RO TN SRS SAE R b et AR RRAres h s beed s dn et nns ann e es an

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Malang *), tersebut tidak pemah melakukan tercela dan sebagai bukti tedampir hasi tes
narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Malang *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf 1 Undang-
undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 38 ayat { 2 ) huruf h Peraturan

Pemerintahan noimor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Dibuat di : MALANG

---------------------------------------------------

Keterangan
1.*) Coret yang tidak perlu
2. Dilampirkan hasil tes narkoba
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DAFTAR CALON

PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TAHUN 2008 . .
KPU KOTA MALANG
PAS FOTO PASANGAN CALON NAMA PASANGAN CALON PARTAI POLITIH/ GABUNGAN
PARTAI POLITIK YANG
NO WAKIL KEPALA WAKIL KEPALA LITIKYAN
D M N PAS
KEPALA DAERAH DAERAH KEPALA DAERAH DAERAN ENGAJUKA ANGAN
CALON |
1 2 4
4X6Cm 4 X6Cm
4X6Cm , 4 X8Cm
4 X6 Cm 4X6Cm
4X6Cm 4 X6Cm
4X6Cm 4 X6Cm .
Dibuat di : MALANG
Pada tanggal .eeiveriviiceerccrnerne 2008
KOMIS! PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Ketua
Anggota :
Anggota :
Anggola
Anggota :
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SURAT REKOMENDAS! DAN JAMINAN :
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik / Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik *) yang bertanda
tangan di bawah ini merekomendasikan dan menjamin sepenuhnya bahwa :

Calon Kepala Daerah :

1. Nama LeerenTeTererEraEe e TaeTerereeeereraeene s aen s gan gen oenber ansnns
2. Tempat dan tanggal lahir/ emereremmratretrner i eaee i aeaEaaearat st ntntentanreatetee e sen anrmnas
3. Jenis kelamin : faki- lakif perempuan *)

4, Pekerjaan
5. Alamat tempat tinggal O

----------------------------------------------------------------------------

Calon Wakil Kepala Daerah:

1. Nama

2. Tempat dan tanggal lahir/ et te e e e e s e R R a N PSR E U Ao deR sRraae
Umur iistiemneessasssseseransssnesnns sarsssnnesssssad nenenseans s ANUM

3. Jenis kelamin : laki- lak if perempuan *)

4, Pekerjaan L

5. Alamat tempat tinggal e eh LA de Lot e dn e anrRe et senedsene v R aenarne e

----------------------------------------------------------------------------

Dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bermegara telah menunjukkan sikap / perilaku sebagal parwujudan
kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita- cita
Prodamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pemyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang- undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat ( 1) huruf b Peraturan Pemerintah nomar 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 4 ayat { 1 } huruf b, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Nomor : 22 Tahun 2005 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah,
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Malang,......covereenrenne
Dewan Pimpinan Cabang
Gabungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik

Yang mengajukan pasangan Calon

(111 ¢ | P
materai ;
* Ketua e Sekretaris

[voesnsnnsancsnsrnsinnsnnsninaensnnes ) N )

Ketua Sekretaris

(R ) [ seormrecronneassssnnarvissnnisonns )
Ketua Sekretaris
(ereessassarsssssssersasanrsennnanans ) ( }
Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan
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’ SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
NOMOL......cointrecirervrvrsirsinsninne
Panitia Pemungutan Suara Desa / Kelurahan")......ccceeeueerrererserersoonmsessesseemmsessoees
KeCamatan... .o rviveurisvescusercecereee KADUPALEN £ KOMA") . vvereerrorevmeessrsssnsonssessesesenns
PrOVINSI..ccececvcverereere v cen et e s s -
Menerangkan bahwa :
LNGMA e st ase ettt
2. Tempat dan tanggal lahir/ e r e e e st e arrre e sresan et e b et nee hrabas s mmesean
UMUE e re s e eees s s teesr s | A tahun.
+ 3. Jenis kelamin  laki- laki/ perempuan *)
4, Pekerjaan
3. Alamat tempat tinggal L ety sebe s ar s e e a b b ese s s n s s nnsrsananen

----------------------------------------------------------------------------

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar Pemilih Sementara / Tambahan / Tetap di Desa / Kelurahan
B U UTIPPRPORIN Kecamatan..........ocvuevevvveiniinnieeen e
Kabupaten / Kota N e PIOVIRST s dENgaR. Nomor Kartu  Pemilin

')

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah*), sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf g, Undang- undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan
Pasal 38 ayat ( 1) hurf g Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 4 ayat ( 1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kota Malang Nomor : 22 Tahun 2005 tentang tata cara pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

-------------------------------------------

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

e Desa/ Kelurahan *)..........coonruee

Keterangan :
1. *) Coret yang lidak perlu2
2. **) Dilampirkan foto copy Kartu Pemilih
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H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEI;AI'i‘)
e —— e R R e e e R

Nama

Tempat dan tanggal lahir

Alamat tempat tinggal e e s et ee e v aramat e o et srmen

Jenis Kelamin : Laki- laki/ perempuan *)

Agama C e b et e e e e v aeavar e sr ran s s aet aes rens

Status Perkawinan : a. belum/ sudah/ pemah kawin *)

Nama istri/ suami Eeetatt cetmrresetns sarmsoar st mes drmasenm sves st anerres nuearan

Jumlah anak e e e aes orang

Riwayat Pendidikan - P U RO UPRRR -
Dt e e e b ey eaae e aeae
ettt e ne et e nses arasenseen b esssanennn
L N SO
B i v e n et et e sbn s me s sn s naean
Bttt et e as et et e sen

Pengalaman Qrganisasi D ketesiuimre i ir et e e ne s e beR st e s sreeeanenarnsrenaanenen

Pengalaman Pekerjaan

Lain - fain B bemenreirtessart i e aea b bre e neant e araben ennnr et snrmaen

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenamya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf n Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 38 ayat { 1) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemeberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 4 ayat

(1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang Nomor 22 Yahun 22 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

----------------------------------------------------------------

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala DaerahMgkiI Kepala Daerah *)

A

Meteral

Materei
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: Mengetahul,
Dewan Pimpinan Cabang / Gabungan Dewan Pimpinan Cabang *)
’ Partai Politik
Yang mengajukan Pasangan Calon

Partai........cmennsmnireninssnsinsanens
l.(etua ' ‘ Sekretars
(rrmeacenrasrcrssnsamsensseessmnenesasras )
Katua _ Sekretaris
A ) (resairarismannnimmnssnsssmmsnnsninens
Ketua Sekretaris
O, ) (seerrsimrnniesaana e nneasas )

Keterangan
*) Coret yang tidak periu
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VIS, MISI DAN PROGRAM -
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian visi, misi, dan program yang sungguh-sungguh akan saya laksanakan apabila terpilih menjadi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 5 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat { 1 ) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 4 ayat (1 ) huruf
h peraturan Komisi Pemifihan umum Daerah Kota Malang Nomor 22 tahun 2005 tentang tata cara pencalonan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di
Malang
Pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Pasangan calon

Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

49

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

	Untitled
	Untitled

